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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7)
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara
Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

bahwa guna menyempurnakan ketentuan mengenai
skema pemberian jaminan pemerintah pusat untuk
infrastruktur proyek strategis nasional yang terus
berkembang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional, perlu dilakukan
penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

60/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan
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Mengingat

—

Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS
NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis
untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya
disingkat BUPI adalah badan yang didirikan oleh
Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk
melaksanakan penjaminan Pemerintah di bidang
infrastruktur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara
Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan (Persero)
di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan
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Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia
untuk Pendirian Perusahaan (Persero) di Bidang
Penjaminan Infrastruktur.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk
Perseroan Terbatas, atau koperasi.
Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional yang
selanjutnya disingkat PJPSN adalah menteri/kepala
lembaga/kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara
yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah
sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.
Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan Perjanjian Kerja Sama yang
selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama adalah
kesepakatan tertulis yang berisi hak dan kewajiban
antara PJPSN dan Badan Usaha dalam rangka
melaksanakan Proyek Strategis Nasional.

Risiko Politik adalah:

a. tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa
sebab yang sah oleh Pemerintah Pusat dalam hal
yang menurut hukum atau peraturan
perundang-undangan atau Pemerintah  Pusat
memiliki kewenangan  atau  otoritas  untuk
melakukan tindakan tersebut, termasuk atas
tindakan atau kegagalan untuk bertindak tanpa
sebab yang sah oleh Pemerintah Daerah; dan/atau

b. penerbitan, penerapan, atau pemberlakuan suatu
peraturan, kebijakan atau persyaratan hukum
kepada Badan Usaha atau Proyek Strategis Nasional
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

yang belum ada atau berlaku terhadap Badan Usaha
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atau Proyek Strategis Nasional pada tanggal
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
Jaminan Pemerintah Pusat adalah jaminan Pemerintah
yang diberikan melalui Menteri Keuangan kepada Badan
Usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan
PJPSN atas Risiko Politik yang mengakibatkan
terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan
dapat memberikan dampak finansial kepada Badan
Usaha yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan
PJPSN.
Penjamin adalah Pemerintah dan/atau BUPIL.
Penerima Jaminan adalah Badan Usaha yang menjadi
pihak dalam Perjanjian Kerja Sama.
Terjamin adalah PJPSN selaku pihak yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang
melakukan kerja sama dengan Penerima Jaminan.
Perjanjian Penjaminan Pemerintah adalah kesepakatan
tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara
Pemerintah selaku Penjamin dan Badan Usaha dalam
rangka penjaminan Proyek Strategis Nasional.
Perjanjian Penjaminan BUPI adalah kesepakatan tertulis
yang memuat hak dan kewajiban antara BUPI selaku
Penjamin dan Badan Usaha dalam rangka penjaminan
Proyek Strategis Nasional.
Perjanjian Penjaminan Bersama adalah kesepakatan
tertulis yang memuat hak dan kewajiban Pemerintah dan
BUPI selaku Penjamin dan Badan Usaha dalam rangka
penjaminan Proyek Strategis Nasional.
Komitmen Pemerintah Daerah adalah jaminan atas
pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diterbitkan
dalam bentuk Peraturan Daerah dan/atau izin yang
diterbitkan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah untuk
mendukung, menjamin dan memastikan pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional.
Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah adalah
alokasi dana yang tersedia yang digunakan untuk

melunasi kewajiban penjaminan yang timbul akibat



